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ABSTRAK 
Kepatuhan Wajib Pajak Badan untuk melaporkan SPT tahunan di KPP Pratama Pandeglang cenderung menurun 

diduga disebabkan oleh kurangnya pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan sosialisasi pajak. Penelitian bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan di KPP Pratama Pandeglang. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan kuantitatif. Populasi adalah Wajib Pajak 

Badan di KPP Pratama Pandeglang tahun 2018 berjumlah 16.209 Wajib Pajak Badan dan jumlah sampel sebesar 

100 Wajib Pajak Badan menggunakan rumus Slovin. Teknik analisis data yang digunakan meliputi uji validitas, 

uji reliabilitas, asumsi klasik, koefisien determinasi, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis. Hasil 

penelitian pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak diperoleh thitung > ttabel (7,984 > 1,984) artinya 

terdapat pengaruh. Sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak diperoleh thitung > ttabel (2,015 > 1,984) 

artinya terdapat pengaruh. Sosialisasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak diperoleh thitung > ttabel (2,287 > 

1,984) artinya terdapat pengaruh. Pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak diperoleh Fhitung > Ftabel (37,937 > 2,70) artinya terdapat pengaruh. Kesimpulan secara parsial 

terdapat pengaruh signifikan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak, terdapat pengaruh signifikan 

sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan terdapat pengaruh signifikan sosialisasi pajak terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak. Secara simultan terdapat pengaruh signifikan pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan 

sosialisasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

 

Kata kunci: Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, Kepatuhan Pajak 

 

I. PENDAHULUAN 

Kepatuhan Wajib Pajak secara signifikan dipengaruhi oleh Pemeriksaan Pajak (Chorras 

Mandagi et al., 2014). Secara parsial sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak (Arif Angga Ardyanto, Nanik Sri Utaminingsih, 2014). Penelitian yang dilakukan 

Pasca Rizki Dwi Ananda et al., (2015) diperoleh hasil secara parsial sosialisasi perpajakan 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Secara signifikan dan positif 1) 

Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, 2) Sanksi Pajak berpengaruh 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Pujo Gunarso, 2016). Nerissa Arviana, Djeni Indrajati (2018) 

menyatakan bahwa 1) Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
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kepatuhan Wajib Pajak , 2) Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian Fransiskus Eddy Wahyono, et al.(2018) adalah 1) 

Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, 2)Sanksi Pajak 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan 3) Sosialisasi Perpajakan 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak dan 

Sosialisasi Perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak.  

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kabupaten Pandeglang dalam kurun waktu 

tahun 2014 - 2018 mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) terus meningkat antara SKP 

terbit dan SKP Setor. Adapun data SKP Terbit dan SKP Setor dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut: 

 

Tabel 1 Perkembangan SKP Kurang Bayar Terbit dan SKP Setor KPP Pratama 

Pandeglang Tahun 2014-2018 

 

Tahun 

SKP Kurang 

Bayar Terbit 

Selisih SKP 

Kurang Bayar 

Terbit 

 

SKP Setor 

 

Selisih SKP  Setor 

2014 160 -- Rp 1.150.269.000,- -- 

2015 810 650 Rp 4.567.844.917,- Rp 3.417.575.917,- 

2016 2738 1928 Rp 5.852.343.415,- Rp 1.284.498.498,- 

2017 6998 4260 Rp 13.584.040.712,- Rp 7.731.697.297,- 

2018 4653 -2345 Rp 8.430.515.153,- Rp (5.153.525.559,-) 

Sumber: KPP Pratama Pandeglang 2019 

 

Dari selisih SKP kurang bayar terbit dan selisih SKP Setor mengalami peningkatan 

periode 2014 – 2018 maka KPP Pratama Pandeglang melakukan pemeriksaan Pajak 

Penghasilan Pasal 25 terhadap Wajib Pajak Badan. 

Data yang diperoleh dari KPP Pratama Pandeglang, jumlah Wajib Pajak Badan yang 

memperoleh sanksi mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2014-2018 yang 

mengindikasikan bahwa Wajib Pajak Badan yang dianggap kurang patuh. Adapun data 

Perkembangan Sanksi Perpajakan Wajib Pajak Badan, sebagai berikut: 

 

Tabel 2. Perkembangan Sanksi Perpajakan Wajib Pajak Badan 

Tahun Jumlah Wajib Pajak Badan Kena Sanksi % Pertumbuhan 

2014 8.772 3,01% 

2015 9.561 8,99% 

2016 10.837 13,35% 

2017 12.105 11,70% 

2018 15.846 30,90% 

         Sumber: KPP Pratama Pandeglang 2019 

 

Dalam kurun waktu 2014-2018 KPP Pratama Pandeglang telah melakukan sosialisasi 

ke perusahaan. Sosialisasi setiap tahun meningkat namun fenomena terjadi pada tahun 2016 

jumlah sosialisasi mengalami penurunan dan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan 

Tahunan menurun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 3. Perkembangan Sosialisasi 
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Tahun Jumlah Sosialisasi ke Perusahaan Realisasi PPh Badan 

2014 40 kali Rp. 96.095.675.104,- 

2015 45 kali Rp. 177.168.474.534,- 

2016 42 kali Rp. 148.709.118.565,- 

2017 48 kali Rp. 191.418.975.736,- 

2018 50 kali Rp. 261.693.852.652,- 

    Sumber: KPP Pratama Pandeglang 2019 

 

Data yang diperoleh dari KPP Pratama Pandeglang, jumlah Wajib Pajak Badan yang 

terdaftar pada tahun 2018 berjumlah 16.209 Wajib Pajak namun jumlah yang melaporkan 

PPh Pasal 25 berjumlah 1.247 Wajib Pajak Badan. Apabila dipersentasikan berjumlah 

7,69%. Artinya  kepatuhan Wajib Pajak Badan yang melaporkan PPh Pasal 25  di KPP 

Pratama Pandeglang masih rendah.   

Dari uraian diatas, peneliti merumuskan masalah, yaitu 1) seberapa besar pengaruh 

pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan PPh Pasal 25; 2) seberapa besar 

pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan PPh Pasal 25; 3) seberapa besar 

pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan PPh Pasal 25; 4) seberapa 

besar pengaruh pemeriksaan pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak secara simultan terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak Badan PPh Pasal 25. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui 1) 

pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan PPh Pasal 25; 2) pengaruh 

sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan PPh Pasal 25; 3) pengaruh sosialisasi 

pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan PPh Pasal 25; 4) pengaruh pemeriksaan pajak, 

sanksi pajak, sosialisasi pajak secara partial maupun simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

Badan PPh Pasal 25. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Pemeriksaan Pajak 

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia (RI) 

No.184/PMK.03/2015 menyatakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 

data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional 

berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan disebut pemeriksaan. Pemeriksaan Pajak adalah 

serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang 

dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan 

untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain 

dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

(Wibowo, 2020).  

Pasal 2 PMK RI  No. 17/PMK.03/2013 menyatakan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan disebut tujuan pemeriksaan pajak. 

Menurut Pasal 4 PMK  RI No. 184/PMK.03/2015, kreteria pemeriksaan pajak, adalah a) 

Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 

pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP; b) terdapat 

keterangan lain berupa data konkret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) 

huruf a Undang-Undang KUP; c) Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan 

yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian 

kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a; d) Wajib Pajak yang 
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telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak; e) Wajib 

Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi; f) Wajib Pajak 

melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan 

meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; g) Wajib Pajak melakukan perubahan 

tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali 

aktiva tetap; h) Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat 

Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat 

teguran yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko; atau 

i) Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan  

Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko.  

 

Sanksi Pajak 

Jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) 

akan dituruti/ditaati/ dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan 

alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan disebut 

sanksi perpajakan (Mardiasmo, 2016:62). Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2007 mengemukakan bahwa apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat 

Pemberitahuan (SPT) tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penyampaian SPT atau 

batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan dimana jangka waktu tersebut dapat 

dikenakan sanksi pajak. Sanksi perpajakan (Resmi, 2014:62) mengemukakan sanksi 

perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan 

perpajakan. Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan sanksi pajak 

adalah Wajib Pajak yang lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga 

dengan diberikannya sanksi, maka Wajib Pajak akan jera dan mau belajar dari kesalahan 

yang telah dilakukannya sehingga untuk memenuhi kewajiban perpajakannya di masa 

akan datang bisa lebih baik lagi. 

 

Sosialisasi Pajak 

Menurut Ihsan (2013) mengemukakan salah satu teknik yang sangat penting di 

antara teknik-teknik bimbingan lainnya, didefinisikan sebagai proses menolong orang 

supaya dapat mengatasi persoalan-persoalannya dan menambah penyesuaian dirinya 

melalui wawancara serta sifat-sifat hubungan yang lain antara orang dengan orang, 

misalnya dengan membuat orang yang ditolong tadi dapat merasa bebas dan senang 

disebut sosialisasi. Dengan adanya penyuluhan, yang diharapkan dapat terjadi adalah 

perubahan dari diri manusia dari segi pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. Sasaran 

dari penyuluhan adalah penyebaran informasi yang bermanfaat dan praktis bagi 

masyarakat tertentu. Sosialisasi pajak memiliki arti proses penyebarluasan peraturan 

perpajakan agar dapat dipahami dan dapat diterapkan dalam kegiatan praktis di lapangan 

yang dilakukan secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan, kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakan (Damanik, 2016). Menurut Andyastuti (2013), sosialisasi pajak adalah cara 

penyebarluasan peraturan perpajakan agar dapat dipahami dan dapat diterapkan dalam 

kegiatan praktis di lapangan yang dilakukan secara berkesinambungan dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakan. Sosialisasi perpajakan juga dapat mempengaruhi 

bertambahnya jumlah Wajib Pajak sehingga penerimaan pajak pun meningkat. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan sosialisasi pajak adalah salah 

satu cara penyebarluasan peraturan perpajakan agar dapat dipahami dan dapat diterapkan 

oleh Wajib Pajak. 
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Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam 

mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), 

kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam 

pembayaran tunggakan (Nasucha, 2012:9). Rasa bersalah dan rasa malu, persepsi Wajib 

Pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung dan pengaruh 

kepuasan terhadap pelayanan pemerintah dinamakan kepatuhan Wajib Pajak (Rahayu, 

2013:138). Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan berarti tunduk 

atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian 

bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan 

ketentuan perpajakan. Jadi, Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan 

memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan.  

 

Pajak Penghasilan Pasal 25 

Menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menatakan 

Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan Usaha diharuskan untuk membayar pajak yang terutang 

dan harus dilunasi dalam jangka waktu satu tahun. Namun dalam praktiknya, mungkin terdapat 

kesulitan bagi Wajib Pajak dalam melunasi pembayarannya sehingga pembayaran pajak secara 

angsuran akan lebih memudahkan. Pembayaran pajak penghasilan secara angsuran ini adalah 

pengertian dari PPh Pasal 25 yang memang tujuannya ingin meringankan beban Wajib Pajak 

sehingga tetap dapat memenuhi kewajibannya. Adapun ketentuannya dalam PPh Pasal 25 

adalah Wajib Pajak yang memiliki kegiatan usaha akan membayar angsuran Pajak Penghasilan 

setiap bulannya. Batas waktu pembayaran PPh Pasal 25 adalah paling lambat tanggal 15 bulan 

berikutnya dari masa pajak yang akan dibayarkan.  

Jika batas waktu penyetoran jatuh pada hari libur (termasuk Sabtu, Minggu, hari libur 

nasional, dan Pemilihan Umum), maka pembayaran masih dapat dilakukan pada hari 

berikutnya – sesuai Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No.184/PMK.03/2007, yang 

kemudian diubah lagi sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 242/PMK.03/2014 tentang Tata 

Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 

PER-22/PJ/2008 pada 21 Mei 2008, pembayaran harus dilakukan dengan membawa Surat 

Setoran Pajak (SSP) atau dokumen sejenisnya. Untuk melakukan setoran pajak, Anda harus 

membuat ID Billing terlebih dahulu. Online Pajak menyediakan layanan pembuatan ID Billing 

secara online yang mudah, cepat dan akurat. 

Dari uraian diatas, maka hipotesis penelitian sebagai berikut: 
H1: Diduga terdapat pengaruh yang signifikan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak. 
H2:  Diduga   terdapat   pengaruh   yang   signifikan   sanksi   pajak terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak. 
H3: Diduga terdapat pengaruh yang signifikan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak. 
H4: Diduga terdapat pengaruh yang signifikan pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan 

sosialisasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian digunakan metode survey dengan pengolahan data 

menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian adalah Wajib 
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Pajak Badan di KPP Pratama Pandeglang tahun 2018 yang berjumlah 16.209 Wajib 

Pajak Badan. Untuk besarnya sampel, peneliti menggunakan rumus Slovin dengan 

tingkat kesalahan 10%  maka jumlah sampel dibulatkan menjadi 100 Wajib Pajak Badan 

yang dijadikan sebagai responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

teknik acak sederhana (Simple Random Sampling). Jenis data digunakan adalah data 

primer dengan menyebarkan kuesioner (skala likert) kepada Wajib Pajak Badan yang 

terdaftar di KPP Pratama Pandeglang Provinsi Banten. Variabel independen penelitian 

adalah pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan sosialisasi pajak, sedangkan variabel 

dependen adalah kepatuhan Wajib Pajak. Teknik pengumpulan data yang diguna oleh 

peneliti adalah kepustakaan dan lapangan (observasi, kuesioer). Teknik analisis data 

pada penelitian adalah analisis deskriptif. Penelitian menggunakan metode analisis data, 

yaitu uji instrumen (uji validitas dan reliabilitas) dan uji asumsi klasik (uji normalitas, 

uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji koefisien determinasi (R2), analisis 

regresi linier berganda). Penelitian ini menggunakan uji hipotesis (uji t, uji F). Untuk 

mengolah data peneliti menggunakan software SPSS versi 21. 

 

IV. HASIL DAN DISKUSI 

 

Tabel 18.  Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficient

s 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 

Pemeriksaan 

1 

Sanksi 

Sosialisasi 

3,301 

,597 

,141 

,195 

3,693 

,075 

,070 

,085 

 

 

,578 

,175 

,193 

,894 

7,984 

2,015 

2,2

87 

,374 

,000 

,047 

,024 

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak 

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 

 

Berdasarkan Tabel diatas diperoleh persamaan regresi yaitu: Ŷ = 3,301 + 0,597 X1 + 

0,141 X2 + 0,195 X3. Model regresi tersebut dapat diinterprestasikan sebagai berikut: 

a. Konstanta sebesar 3,301 artinya jika pemeriksaan pajak (X1), sanksi pajak (X2) dan 

sosialisasi pajak (X3) nilainya adalah nol, maka kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah 

3,301. 

b. Nilai koefisien regresi variabel pemeriksaan pajak (X1) bernilai positif 0,597 

Artinya jika variabel sanksi pajak (X2) dan sosialisasi pajak (X3) nilainya tetap dan 

variabel pemeriksaan pajak (X1) mengalami kenaikan sebesar 1 kali atau 100% 

maka kepatuhan Wajib Pajak (Y) mengalami kenaikan sebesar 0,597 kali atau 

59,7%. 

c. Nilai koefisien regresi variabel sanksi pajak (X2) bernilai positif 0,141 Artinya jika 

variabel pemeriksaan pajak (X1) dan sosialisasi pajak (X3) nilainya tetap dan 

variabel sanksi pajak (X2) mengalami kenaikan sebesar 1 kali (100%) maka 

kepatuhan Wajib Pajak (Y) mengalami kenaikan sebesar 0,141 kali atau 14,1%. 
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d. Nilai koefisien regresi variabel sosialisasi pajak (X3) bernilai positif 0,195 Artinya 

jika variabel pemeriksaan pajak (X1) dan sanksi pajak (X2) nilainya tetap dan 

variabel sosialisasi pajak (X3) mengalami kenaikan sebesar 1 kali atau 100% maka 

kepatuhan Wajib Pajak (Y) mengalami kenaikan sebesar 0,195 kali atau 19,5%. 

 

Tabel 19. Hasil Uji t 

Coefficient

sa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 

Pemeriksaan 

1 

Sanksi 

Sosialisasi 

3,301 

,597 

,141 

,195 

3,693 

,075 

,070 

,085 

 

 

,578 

,175 

,193 

,894 

7,984 

2,015 

2,287 

,374 

,000 

,047 

,024 

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak 

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 21 

 

Hipotesis Pertama (H1) 

Berdasarkan tabel 19, diketahui nilai thitung > ttabel (7,984 > 1,984) dan nilai 

signifikansi untuk variabel pemeriksaan pajak adalah (0,000 < 0,05), maka d 

disimpulkan H1 diterima.  

 

Hipotesis Kedua (H2) 

Berdasarkan tabel 19, diketahui nilai thitung > ttabel (2,015 > 1,984) dan nilai 

signifikansi untuk variabel sanksi pajak adalah (0,047 < 0,05). Maka disimpulkan H2 

diterima.  

 

Hipotesis Ketiga (H3) 

Berdasarkan tabel 19, diketahui nilai thitung > ttabel (2,287 > 1,984) dan nilai 

signifikansi untuk variabel sosialisasi pajak adalah (0,024 < 0,05), maka dapat 

disimpulkan H3 diterima. 

 

Gambar 6. Daerah Pengujian Kurva Uji-t Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Tabel 20. Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

D

f 

Mean 

Square 

F Sig. 

 Regression 948,076 3 316,025 37,93

7 

,000

b 
1 Residual 799,714 96 8,330   

 Total 1747,790 99    

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak 

b. Predictors: (Constant), Sosialisasi, Pemeriksaan, Sanksi 

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 21 
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Berdasarkan tabel 20 diketahui nilai Fhitung > Ftabel (37,937 > 2,70) dan nilai 

signifikansi ialah 0,000 < 0,05. Artinya secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan 

antara pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan pengolahan 

data yang dilakukan oleh peneliti hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif dan 

siginifikan, maka peneliti menyimpulkan bahwa hasil penelitian ini sesuai dengan teori 

atribusi yaitu pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa perilaku kepatuhan Wajib Pajak 

Badan disebabkan oleh faktor eksternal. Faktor eksternalnya yaitu pemeriksaan pajak yang 

dilakukan oleh KPP Pratama Kabupaten Pandeglang. Semakin banyak pemeriksaan yang 

dilakukan oleh Kantor Pelayanan Prajak Pratama Kabupaten Pandeglang maka akan 

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan.  

Tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada 

Wajib Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang- 

undangan perpajakan demi mengoptimalkan penerimaan perpajakan. Hal ini berarti bahwa 

semakin efektif seorang pemeriksa pajak dalam melakukan setiap tahapan-tahapan 

pemeriksaan pajak dapat meningkatkan penerimaan negara dalam sektor perpajakan. 

Pemeriksaan pajak juga bertujuan untuk meredam kecurangan yang dilakukan Wajib Pajak 

untuk meminimalkan pajaknya. Penelitian ini membuktikan bahwa perilaku kepatuhan Wajib 

Pajak dipengaruhi dengan adanya pemeriksaan pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Mandagi (2014) dan Gunarso (2016) yang menyimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh signifikan antara pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak Badan.  

Sanksi pajak terbukti berpengaruh posistif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak badan. Sanksi pajak diberlakukan agar Wajib Pajak patuh dan memenuhi kewajiban 

perpajakannya, semakin tinggi sanksi perpajakkan diterapkan atas   pelanggaran perpajakan 

maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak semakin tinggi, hal ini didukung dan terbukti 

berdasarkan uji hipotesis pada penelitian ini. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan 

oleh peneliti hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif dan siginifikan, maka 

peneliti menyimpulkan bahwa semakin berat sanksi yang diterapkan bagi pelanggar akan 

membentuk perilaku Wajib Pajak yang sadar dengan kewajiban perpajakannya. Penelitian 

inipun mendukung teori atribusi yaitu bahwa sanksi pajak adalah suatu faktor eksternal 

(atribusi eksternal) yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi 

tingkat denda yang diterapkan maka Wajib Pajak akan semakin patuh dalam membayar 

kewajiban perpajakannya. Penelitian ini membuktikan bahwa perilaku kepatuhan Wajib Pajak 

Badan akan meningkat dengan adanya penerapan sanksi pajak.  

Sanksi pajak merupakan suatu tindakan apapun, apabila dengan rasa takut dan 

ancaman hukuman (sanksi dan pidana) saja Wajib Pajak sudah akan mematuhi kewajiban 

perpajakannya, perasaan takut tersebut merupakan alat pencegah yang ampuh untuk 

mengurangi penyelundupan pajak atau kelalaian pajak. Ketentuan umum mengenai 

perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang Perajakan, termasuk didalamnya yaitu sanksi 
pajak. Sanksi pajak diberikan untuk memberikan pelajaran bagi Wajib Pajak yang 

melanggarnya, sehingga diharapkan Wajib Pajak patuh terhadap peraturan perpajakan dan 

meminimalisir pelanggaran. Wajib Pajak akan berusaha memenuhi kewajiban pajaknya jika 

memandang sanksi pajak akan lebih merugikannya. Sanksi akan diterapkan Pada Wajib Pajak 

jika tidak patuh dalam membayar pajak. Hal ini berkaitan dengan kesadaran Wajib Pajak akan 

manfaat pajak bagi negara sebagai salah satu sumber pendapatan negara, sehingga apabila 
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realisasi penerimaan pajak tidak efektif, maka akan berdampak pada terhambatnya 

pembangunan sarana dan prasarana. Penerapan sanksi pajak suatu jaminan agar kewajiban 

perpajakan akan di penuhi dan peraturan perpajakkan akan dipatuhi. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardyanto dan Utaminingsih (2014) yang 

menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak. 

Sosialisasi pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Pandeglang. Dengan adanya 

sosialisasi yang rutin dilaksanakan maka banyak Wajib Pajak Badan yang mendapatkan 

pengetahuan tentang tata cara mendaftarkan, menyetorkan dan melaporkan pajaknya serta 

pengetahuan dan pemahaman atas peraturan-peraturan baru yang ditetapkan berdasarkan 

Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007. Berdasarkan pengolahan data yang 

dilakukan oleh peneliti hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif dan 

siginifikan, maka peneliti menyimpulkan bahwa perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan 

dipengaruhi dengan adanya sosialisasi pajak yang dilakukan oleh petugas Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama. Media sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Pandeglang yaitu 

sosialisasi secara langsung dan sosialisasi secar tidak langsung. Sosialisasi secara langsung 

seperti Seminar perpajakan, workshop dan kelas pajak, sedangkan sosialisasi secara tidak 

langsung seperti media sosial Facebook, Twitter dan Instagram. Penelitian ini membuktikan 

bahwa perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan akan meningkat dengan adanya penerapan 

sosialisasi pajak.  

Sosialisasi pajak diartikan sebagai suatu upaya dan proses memberikan informasi 

perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, 

dunia usaha, aparat, serta non pemerintah agar terdorong untuk paham, perduli, sadar dan 

berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Semakin seringnya sosialisasi yang 

dilakukan terhadap Wajib Pajak Badan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan. 

Apabila kurang intensifnya sosialisasi yang diberikan akan berdampak kepada rendahnya 

tingkat pemahaman sehingga mempengaruhi berkurangnya kepatuhan Wajib Pajak Badan. 

Kondisi ini memberikan informasi bahwa dengan semakin baiknya pemberian informasi di 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama kabupaten Pandeglang terkait peraturan perpajakan 

maka akan semakin banyak Wajib Pajak Badan yang paham mengenai hak dan kewajiban 

perpajakan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ananda (2015), 

Arviana (2018) dan Wardani (2018) yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan 

antara sosialisasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Semakin rutin 

dilaksanakannya sosialisasi maka akan semakin meningkat tingkat pemahaman Wajib Pajak 

Badan mengenai hak dan kewajiban perpajakannya. 

Kontribusi Pemeriksaan pajak (X1), Sanksi pajak (X2) dan Sosialisasi pajak (X3) 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y) yaitu berpengaruh siginifikan. Pada dasarnya 

menggambarkan model kepatuhan pajak sebagai suatu permainan antara Wajib Pajak Badan 

dan insititusi pajak, karena di satu sisi kepatuhan pajak diperhadapkan dengan maksimalisasi 

kesejahteraan Wajib Pajak Badan dan di pihak lain institusi berupaya untuk memaksimalisasi 

penerimaan pemerintah melalui strategi audit yang tepat. Pemeriksaan pajak sangat 
mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Badan yang diukur menggunakan parameter 

pendapatan pajak. Tujuan dari pemeriksaan pajak adalah untuk meningkatkan penerimaan 

pajak dan pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, melalui upaya-

upaya penegakan hukum sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.  

Sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib 

Pajak Badan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 



DOI:10.33019/ijab.v2i1.12  29 
 10.33019/ijab.v2i1.12 

2007. Sikap Wajib Pajak Badan akan mematuhi pembayaran pajak bila mempertimbangkan 

sanksi dan denda pajak yang akan lebih membebaninya, kekhawatiran Wajib Pajak Badan 

akan terkena sanksi perpajakan akan membuat Wajib Pajak Badan patuh dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya, maka sanksi pajak akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan 

Wajib Pajak Badan dalam memenuhi kewajiban perpajakanya. Semakin tinggi sikap Wajib 

Pajak Badan terhadap pelaksanaan sanksi denda, maka makin tinggi pula kepatuhan Wajib 

Pajak Badan.  

Sosialisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama pada umumnya mempunyai Tim 

Sososialisasi Pajak yang bertugas melakukan program penyuluhan atau sosialisasi, dengan 

adanya sosialisasi diharapkan daat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan. Sosialisasi 

dalam bidang perpajakan ialah hal yang penting dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak 

Badan. Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada 

Wajib Pajak Badan tentang segala hal yang beruhubungan dengan pajak dan perundang- 

undangannya. Sosialisasi perpajakan dapat menjembatani antara pemerintah (yang 

memungut) dan masyarakat (yang dipungut) untuk berbagi informasi baik berupa informasi 

mengenai peraturan pajak terbaru maupun informasi lainnya dengan harapan melalui 

sosialisasi perpajakan maka akan timbul kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak untuk 

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dan tumbuhnya rasa percaya kepada 

pemerintah untuk mengelola apa yang sudah mereka lapor dan setorkan.  

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti hasil penelitian 

menunjukkan terdapat pengaruh positif dan siginifikan, maka peneliti menyimpulkan bahwa 

hasil penelitian ini sesuai dengan teori atribusi yaitu pada dasarnya teori atribusi menyatakan 

bahwa perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan disebabkan oleh faktor eksternal. Faktor 

eksternalnya yaitu pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan sosialisasi pajak yang dilakukan oleh 

KPP Pratama Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini membuktikan bahwa perilaku kepatuhan 

Wajib Pajak Badan akan meningkat dengan adanya pemeriksaan pajak, penerapan sanksi 

pajak dan sosialisasi perpajakan.  

 

 

V. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut: 

Terdapat pengaruh yang signifikan antara pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Pandeglang. Terdapat pengaruh 

yang signifikan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Pandeglang. Terdapat pengaruh yang signifikan antara 

dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Kabupaten Pandeglang. Secara parsial dan simultan terdapat pengaruh yang 

signifikan antara pemeriksaan pajak dan sanksi pajak serta sosialisasi pajak terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Pandeglang. 
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